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MOTTO

The real happiness created when there is balance
between (ife and love goals

(Kebahagiaan yang hakiki tercipta saat terjadi Reseimbangan hasil antara perjuangan
cita dan cinta)

s ji;:.:u«us, o553 ol 13 iy ;&u,ﬁu,mwtg.,

Artinya: Allah akan mengangRat (derajat) orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kRamu Rerjakan. ( Q.S Al-
Mujadillah : 11)

PN el % -
:._.«,a.:f_o SR bp 5...“; J.«;ﬂ & dl

Artinya: Sesungquhnya bersama Resulitan itu ada Remudahan. Maka
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja
Reras (untuk urusan yang lain) (Q.S Al-Insyirah 6 - 7)
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ABSTRAK

Irfana Atsil. 2018. SKRIPSI. Judul “Analisis Implementasi IMBT Pada BRI Syari’ah
Cabang Pembantu Turen Menurut Fatwa DSN-MUI N.27/DSN-
MUV/II1/2002, PAPS1 2013 dan PSAK 107”

Pembimbing : Dr.H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

kata Kunci :Transaksi IMBT, Lembaga Keuangan Syari’ah, PSAK 107, Fatwa
DSN, PAPSI 2013

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan transaksi ljarah Muntahiya
Bittamlik (IMBT) Pada BRI Syari’ah Cabang Pembantu Turen. Menganalisis
kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan ljarah Muntahiya Bittamlik
berdasarkan Fatwa DSN-MUI N.27/DSN-MUI/111/2002, PAPSI 2013 dan PSAK
107.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau
field research yang dilakukan di BRI Syari’ah Cabang Pembantu Turen. Untuk
mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data
yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. sumber data dalam
penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data-data
terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif
analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar implementasi sudah
sesuai dengan Fatwa DSN MUI 2000 hanya saja terdapat ketidaksesuaian
mengenai janji perpindahan barang yang bersifat mengikat, untuk pembiayaan
modal kerja barang disiapkan oleh penyewa dan jika terjadi perselisihan BRIS
tidak menggunakan lembaga arbitrasi Syari’ah. ketidaksesuaian dengan PAPSI
2013 BRIS tidak mengungkapkan pada laporan keuangan mengenai transaksi
dengan pihak berelasi, sumber dana, jumlah obyek sewa, jenis aset.
ketidaksesuaian dengan ketiga peraturan tersebut yaitu mengenai pengakuan
biaya perbaikan/biaya pemeliharaan yang seharusnya tidak dibebankan kepada
penyewa. dan ketidaksesuaian dengan PAPSI 2013 dan PSAK 107 yaitu
mengenai pengakuan beban penyusutan yang seharusnya menggunakan masa
sewa bukan masa manfaat.

XV
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ABSTRACT
Irfana  Atsil. 2018. UNDERGRADUATE THESIS. Title “Analyzing

Implementation of IMBT on BRI Sharia Branch Turen Based on
Fatwa DSN-MUI N.27/DSN-MUI/111/2002, PAPSI 2013 and

PSAK 1077
Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
Keywords : IMBT transaction, Sharia Financial Institution, PSAK 107, Fatwa

DSN, PAPSI 2013

This study aims to explain the application of ljarah Muntahiya Bittamlik
transactions (IMBT) on BRI Sharia Branch Turen. It analyzes the suitability of
the accounting treatment of Ijarah Muntahiya Bittamlik based on Fatwa DSN-
MUI N.27 / DSN-MUI / 111/ 2002, PAPSI 2013 and PSAK 107.

The type of this research which is seen from the object is categorized as
field research conducted at BRI Sharia Branch Turen. To obtain valid data, the
researcher uses data collection method those are observation, in-depth interview
and documentation. There are two data sources used in this research; primary
and secondary data sources. After the data collected, the authors analyzed by
using descriptive analysis method by using qualitative approach.

The results of this study indicate that most of the implementation is in
accordance with the Fatwa DSN MUI 2000, there is only a discrepancy
regarding the promise of binding goods transfers, for financing working capital
goods prepared by tenants and if there is a dispute BRIS does not use the
arbitration of Sharia. Incompatibility with PAPSI 2013 BRIS does not disclose
in the financial statements of transactions with related parties, sources of funds,
number of objects leased, and type of assets. Non-conformity with the three
regulations, those are the recognition of repair costs / maintenance costs that
should not be borne by the lessee and non-conformity with PAPSI 2013 and
PSAK 107 concerning the recognition of depreciation expense which shouid be
used for non-service lease term.

XVi
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sering disebut sebagai negara muslim, ini disebabkan sebagian besar
penduduk Indonesia merupakan warga negara yang beragama Islam. Menurut data Badan
Pusat Statistika tahun 2010, persentase penduduk muslim mencapai 87,18% yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010). Berdasarkan fakta
tersebut banyak lembaga keuangan yang menarik minat nasabah dengan menjadikan
lembaga keuangan yang semula konvensional menjadi lembaga keuangan berbasis
syariah. Berdasarkan fakta diatas, saat ini banyak perbankan dan lembaga keuangan non
bank yang dituntut untuk menerapkan transaksi secara syariah yang telah diyariatkan
dalam islam.

Proses hutang piutang saat ini yang dilakukan di perbankan konvensional tidak
sesuai dengan prinsip dalam syariat Islam karena akadnya adalah akad ta 'awun (tolong-
menolong). Akad ta’awun (tolong-menolong) dalam hal hutang piutang didalam Islam
tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau ujrah, hal tersebut diperkuat dengan

landasan Al-Quran Allah Ta’ala berfirman (Qs. al-Bagarah: 280)
O yola 12587 0f ASU T 1 BT Oy 57 ) 5kS 5e 43 0187 0l

“Dan bila orang yang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Prakoso, 2017)
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Berdasarkan dalil tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki solusi dengan cara
mengubah akad ta’awun (tolong-menolong) menjadi akad jual beli atau akad
pembiayaan, sehingga muncullah produk-produk dalam lembaga keuangan syariah yaitu
meliputi: Akad Musyarakah, Akad Murabahah, Akad Mudharabah, Salam, Istishna’,
Akad ljarah, Akad ljarah Muntahiya Bittamlik dan Qardh (Anshori, 2009)

BRI Syariah Cabang Pembantu Turen menggunakan salah satu akad ta’awun
(tolong menolong) salah satunya Akad ljarah Muntahiya Bittamlik yaitu dalam
pembiayaan consumer (KPR) yang dibagi menjadi KPR Faedah, KPR Sejahtera,
Kepemilikan Multi Faedah, Kepemilikan Multi Faedah Purna dan Pra Purna.
Pembiayaan modal kerja SME (Small Medium Enterprise),

Kegiatan usaha BRI Syari’ah Cabang Pembantu Turen mempunyai persentase
pembiayaan ljarah Muntahiya Bittamlik yaitu pada produk KPR dan Modal Kerja (SME).
Berikut ini menjelaskan tentang jumlah portofolio pembiayaan BRI Syari’ah Cabang
Pembantu Turen tahun 2017.

Tabel 1.1
Persentase Portofolio Pembiayaan produk KPR dan Modal Kerja (SME)

Jenis transaksi / Akad Tahun 2016 Tahun 2017
Murabahah 69% 45%
ljarah dan IMBT 31% 55%

(sumber: Data Laporan Pembukuan BRI Syari’ah KCP Turen 2016-2017)

Dari data tersebut untuk tahun 2016 dalam produk KPR dan Modal Kerja masih
didominasi oleh pembiayaan Murabahah yaitu sebanyak 69%,kemudian pembiayaan

ljarah dan IMBT sebanyak 31%. Memang jika dibandingkan dengan Akad Murabahah,



Akad ljarah dan IMBT persentasenya memang lebih rendah, namun untuk tahun 2017
mengalami kenaikan 24% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016.

Pembiayaan ljarah merupakan salah satu akad pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan nasabah BRI Syari’ah Cabang Pembantu Turen dalam hal ini bisa berupa
manfaat barang dan jasa produknya KPR atau bisa juga manfaat jasa dan upah produknya
(SME) Modal Kerja. Manfaat itulah yang membuat antara leasing dalam bank
konvensional dan ljarah dalam Bank Syari’ah berbeda. Namun tujuannya sama yaitu
terpenuhi kebutuhan nasabah dengan hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus
mengeluarkan modal yang cukup besar untuk menikmati manfaat barang dan jasa

tersebut.

Timbulnya ljarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan manfaat barang oleh
nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Namun apabila sewa tersebut
diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara konrak
jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan
barang ditangan penyewa, maka itu bukan lagi ljarah tapi menjadi ljarah Muntahiya

Bittamlik atau dalam konvensional biasa disebut dengan Financial Lease. (Wiroso, 2010)

Wangsawidjadja (2012) juga mengatakan bahwa awalnya, transaksi ljarah
dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak
milik). Jadi pada dasarnya prinsip ljarah sama saja dengan prinsip jual beli tapi
perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya

barang, sedangkan pada ljarah objek transaksinya adalah manfaat barang dan jasa dan



manfaat jasa dan upah. Kemudian akad ljarah ini dimodifikasi dengan dasar kebutuhan
masyarakat yang kian meningkat. Sehingga ada akad sewa yang berakhir dengan
kepemilikan atau yang biasa disebut dengan atau ljarah Muntahiyah Bittamlik atau
financing hire purchase . Dalam transaksi tersebut tentunya harga harus diketahui oleh
kedua belah pihak yang bersangkutan Mu jir/Muajjir (yang menyewakan) dan Musta jir

(penyewa).

Bank Lembaga Keuangan Syari’ah memang masih cukup baru didunia perbankan,
hal tersebut dialami juga oleh Bank BRI Syari’ah yang baru berdiri tahun 2008. Sehingga
dalam peraturan-peraturan penyesuaiannya dengan Islam masih membutuhkan proses
lebih dalam lagi, karena BRI Syari’ah sendiripun merupakan perusahaan anak dari
Lembaga Keuangan Konvensional BRI. Hal itulah yang membuat Majelis Ulama
Indonesia memperbaharui peraturan-peraturan berhubungan dengan transaksi bertujuan
untuk menguntungkan kedua belah pihak yang diperbolehkan Syar’i.

Dasar tersebut menyebabkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/INI/2002 28 Maret 2002 tentang ljarah
Muntahiya Bittamlik Fatwa tersebut yang merupakan dari Fatwa No. 9/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Akad ljarah, pembaruan fatwa tersebut dikarenakan banyak
transaksi ljarah yang kemudian nasabah Musta jir menginginkan barang ljarah menjadi
milik sendiri sehingga fatwa DSN tersebut diperbarui sesuai dengan perkembangan
kebutuhan lembaga keuangan syariah yang baru.

Tidak hanya peraturan Majelis Ulama Indonesia saja yang diubah mengikuti

kebutuhan lembaga keuangan syariah, tetapi juga Peraturan Standar Akuntansi Keuangan



juga diubah mengikuti kebutuhan tersebut dengan adanya peraturan PSAK tentang
“Akuntansi Transaksi Syariah ljarah” PSAK 107 yang berlandaskan dengan
memperhatikan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku umum. Selain itu dalam
pelaksanaan akuntansi keuangan syariah tersebut harus memperhatikan ketentuan-
ketentuan PSAK untuk transaksi non Syariah (PSAK 1 sampai dengan PSAK 99)
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan perbankan Bank Indonesia mengeluarkan surat
edaran Nomor 15/26/DPbS perihal Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia
(PAPSI) 2013 mengenai ljarah dan ljarah Muntahiyah Bittamlik yang didalam peraturan
tersebut merupakan pengembangan berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan
107 tentang ljarah dan ljarah Muntahiyah Bittamlik dan juga pengembangan dari Fatwa
DSN MUI .

Diperkuat dengan adanya hasil penelitian Fitria sari (2012) tentang ljarah
Muntahiya Bittamlik di lembaga keuangan syari’ah (PT. ALIF) dari peraturan
BAPEPAM, Fatwa DSN, PSAK 107 yang diuji kesesuaiannya, terdapat ketidaksesuaian
transaksi dengan Fatwa DSN MUI dan PSAK 107 pada pengakuan beban pemeliharaan
yang dilakukan oleh penyewa (musta jir) seharusnya tanggungan pemberi sewa (mu jir)
dan juga hasil penelitian Rahmi & Sri (2013) tentang ljarah Muntahiya Bittamlik di
lembaga keuangan syari’ah (Bank DKI Syari’ah) yang diuji kesesuaiannya peraturan
Bank Indonesia, PSAK 107, PAPSI 2013, FAS 8, belum semua transaksi sesuai dengan
Fatwa DSN MUI dan ketidaksesuaian dengan PSAK 107 pada pengakuan beban

pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.



Dari studi empiris ketidaksesuaian PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional peneliti ingin menguji pada produk baru pembiayaan Bank BRI Syari’ah.
Apakah penerapannya Proses dari ljarah menjadi ljarah Muntahiya Bittamlik sudah
sesuai dengan standar yang ditetapkan, untuk lebih memudahkan peneliti dalam menguji
penerapan PSAK 107 pada BRI Syari’ah , penulis menambahkan peraturan PAPSI 2013
dan juga bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnnya.
Oleh karena itu, penulis menuangkan penelitian tersebut kedalam sebuah skripsi dengan
judul “Analisis Implementasi Transaksi IMBT Pada BRI Syariah Cabang Pembantu
Turen Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No.27/DSN-MUI/111/2002, PAPSI 2013 Dan

PSAK 107 «.

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang penelitian yang telah disampaikan diatas, adapun rumusan
masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

a. Bagaimana implementasi pelaksanaan ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada
Lembaga Keuangan Syariah ?

b. Bagaimana implementasi transaksi ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada
Lembaga Keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang
terdapat pada Fatwa No. 27/DSN-MUI/111/2002 dan No. 9/DSN-MUI/IV/2000 ?

c. Bagaimana implementasi transaksi ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada
Lembaga Keuangan syariah telah sesuai dengan PAPSI 2013?

d. Bagaimana implementasi transaksi ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada

Lembaga Keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 107 ?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
ini adalah:

a. Untuk mengetahui prosedur dan alur pelaksanaan ljarah Muntahiya Bittamlik
(IMBT) pada Lembaga Keuangan Syariah.

b. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik
(IMBT) pada Lembaga Keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
yang terdapat pada Fatwa Fatwa No. 27/DSN-MUI/111/2002 dan No. 9/DSN-
MUI/I1\V/2000.

c. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi transaksi ljarah Muntahiya Bittamlik
(IMBT) pada Lembaga Keuangan syariah dengan PAPSI 2013.

d. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi transaksi ljarah Muntahiya Bittamlik
(IMBT) pada Lembaga Keuangan syariah dengan PSAK 107.

1.4  Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan diperoleh dalam
penelitian ini adalah:
1.41 Manfaat Teoritis
Adapun manfaat penelitian bagi peneliti adalah :
1. Untuk merealisasikan pengetahuan dan informasi keilmuan yang didapat dalam
perkuliahan kedalam sektor riil/ perusahaan.
2. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan pemahaman dalam bidang ilmu

ekonomi khususnya mengenai masalah lembaga pembiayaan yang berbasis syari’ah.



3. Dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan kaidah yang
baik dan benar.

4. Dapat digunakan sebagai literatur dalam mengetahui aplikasi keilmuan jurusan
Akuntansi khususnya Akuntansi Syariah.

5. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian akuntansi syariah tentang ljarah

Muntahiya Bittamlik selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis
Adapun manfaat penelitian bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah :

1. BRI Syariah dapat mengetahui kondisi akad tentang ljarah Muntahiya Bittamlik
diperusahaan dengan peraturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional.

2. BRI Syariah dapat mengetahui kondisi akad tentang ljarah Muntahiya Bittamlik
diperusahaan dengan peraturan yang berlaku untuk perlakuan akuntansi akad tentang
[jarah Muntahiya Bittamlik sesuai PAPSI 2013 dan PSAK 107.

3. BRI Syariah dapat mengetahui solusi dan pemecahan masalah, apabila terjadi
kesalahan untuk perbaikan perlakuan akuntansi pembiayaan akad tentang ljarah
Muntahiya Bittamlik yang mana akad ini sering digunakan dalam produk BRI
Syariah.

4. Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syari’ah
khususnya Perbankan syari’ah. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk

dan mekanisme transaksi keuangan syari’ah.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah batasan dan asumsi
yang digunakan selama penelitian
1.5.1 Batasan

Batasan pada penelitian ini yaitu hanya melakukan analisis implementasi akad
ljarah Muntahiya Bittamlik menurut PSAK No0.107 dan PAPSI 2013 yaitu mengenai
Identifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, Pengungkapan dan No.
9/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ljarah dilanjutkan dengan fatwa DSN No. 27 tahun 2002

tentang peraturan ljarah Munthiya Bittamlik

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai ljarah Muntahiya

Bittamlik dalam perbankan syari’ah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian

ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Judul

No Metode Hasil Penelitian
Penelitian
1. | M.Sartika & Hendri Penerapan ljarah dan IMBT
Hermawan Adi nugraha Deskriptif sebagai produk pembiayaan di
(2016) analitis Bank BRI  Syariah  Dalam

“Implementasi ljarah Dan

Field research

prakteknya landasan operasional

IMBT Pada Bank BRI Library sudah sesuai berdasarkan Dewan

Syariah Cabang Yogyakarta” research Syariah Nasional fatwa  No.
09/DSN/MUI/IV/2000

2 | Rahmi lzzati & Sri Nurhayati Deskriptif Penerapan transaksi IMBT belum

(2013) kualitatif. sepenuhnya sesuai dengan Fatwa

“Analisis Penerapan Metode DSN-MUI, peraturan Bank

Transaksi ljarah Muntahiya
Bittamlik (IMBT) dalam

pengumpulan
data

Indonesia, dan beberapa prinsip

syariah. perlauan akuntansi yang

Pembiayaan Pemilikan Observasi. diterapkan  hampir  memenuhi
Rumah (PPR) Berdasarkan Wawancara. standar PSAK 107 dan PAPSI
Fatwa DSN MUI, Peraturan Dokumentasi. | 2013 karena terdapat

Bank Indonesia, PSAK 107,
PAPSI 2013, Dan FAS 8
(Studi Kasus Pada Bank
XYZ)”

ketidaksesuaian terkait pengakuan
biaya pemeliharaan dan
pengakuan beban.
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Lanjutan Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu
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Nama, Tahun, Judul

(IMBT) Berdasarkan
Fatwa DSN-MUI No.
27/DSN-MUI/111/2002 Dan
PSAK 107 Serta Peraturan
BAPEPAM-LK No. PER-
04/BL/2007”

3. Wawancara

No Metode Hasil Penelitian
Penelitian
3. | Fitria Sari Irawan (2012) Penerapan transaksi IMBT
1. Deskriptif sebagian besar telah sesuai, ada
“Analisis Penerapan analitis beberapa hal yang tidak sesuai
Transaksi ljarah 2. Library dengan  Fatwa dan  PSAK.
Muntahiya Bittamlik Research ketidaksesuaian  tersebut pada

pengakuan beban pemeliharaan

yang dilakukan oleh penyewa

(musta’ir)  seharusnya  beban

merupakan tanggung  jawab

pemberi sewa (mu jir)

Ochtorina Susanti (2013)
“Pembiayaan Modal Kerja
Dengan Akad ljarah
Muntahiya Bittamlik Pada
Bank Syariah”

1. Metode pendekatan
undang-undang (statute
approach),

2.Pendekatankonseptua
I(conceptual approach)
3. Metode analisis isi

(content analisis)

4. | Nadia Latifah (2013) 1. Deskriptif BMT Bismillah dalam menerapkan
“Penerapan Akad ljarah kualitatif. akad ljarah Muntahiya Bittamlik
Muntahiya Bittamlik Metode baik
(IMBT) Pada pembiayaan pengumpulan dari akad, rukun dan syarat,
di BMT Bismillah Cabang data prosedur serta proses yang
Ngadirejo Temangung” 1. Observasi. dilakukan, tidak

2. Wawancara. sama persis dengan yang ada di
fatwa DSN atau Bank Indonesia.

5. | Dwi Kartikawati, iliek Metode pendekatan | setiap akad yang dilakukan oleh
Istiqgomah & Dyah masalah: nasabah dengan

bank syariah memiliki hubungan

yang
pembiayaan yang diberikan oleh

hukum eral.  Adanya
bank syariah nasabah harus mentati
isi dari akad ljarah muntahiya bit-
tamlik untuk memperolen modal

sesuai keinginan nasabah.
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Nama, Tahun, Judul

Syari’ah Mandiri Cabang

No Metode Hasil Penelitian
Penelitian
6. | Atik Pratiwi (2011) Deskriptif System yang dilakukan oleh Bank
“Evaluasi Penerapan analitis Syari’ah Mandiri dalam pemberian
Akuntansi Pembiayaan Library pembiayaan sudah baik
ljarah Pada PSAK 107 Research
(study kasus PT. Bank Wawancara

“Analisis Perlakuan
Akuntansi Pembiayaan
ljarah Dalam Rahn
berdasarkan PSAK 107
(studi kasus pada PT. Bank
Syari’ah Mandiri Cabang
Padang Sidempuan)”

Field Research
Metode
Pengumpulan
Data: Obserasi,
wawancara,

dokumentasi.

Banjarmasin)”

7. | Nasrulloh Ali Munif (2017) | 1.Deskriptif Analitis Dalam Perspektif Hukum Islam :
“Analisis Akad ljarah 2. Library Research Pada Fatwa DSN No. 27/DSN-
Muntahiya Bittamlik Dalam MUI/111/2002 terdapat ketentuan
Perspektif Hukum Islam yang menimbulkan  penafsiran
Dan Hukum Positif Di ganda pada angka 2 bagian 2
Indonesia” tentang Wa’ad.

Dalam perspektif Hukum Positif:
IMBT telah memenuhi syarat-
syarat sah dari perjanjian serta
unsur-unsur perjanjian.

8. | Akhir Saleh Pulungan 1. Deskriptif Penyajian  dan  pengungkapan
(2017) Analitis laporan  keuangan pada Unit

Pegadaian Bank Syari’ah Mandiri
Cabang Padang Sidempuan masih
belum memenuhi sesuai dengan
PSAK 107 dikarenakan pihak Unit
Pegadaian tidak membuat laporan
keuangan secara khusus seperti
yang diatur PSAK 107.
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Nama, Tahun, Judul

No o Metode Hasil Penelitian
Penelitian
9. | Didik Hijrianto (2010) 1.Yuridis Empiris Faktor-faktor diberikannya
“PelaksanaanAkad (Meneliti data sekunder | pembiayaan ljarah  Muntahiya

Pembiayaan ljarah
Muntahiya Bittamlik Pada
Bank Muamalat Indonesia

Cabang Mataram”

terlebih dahulu,
kemudian dilanjutkan
dengan data primer

dilapangan)

Bittamlik meliputi: Aspek Yuridis,

aspek keuangan, aspek

manajemen, aspek teknis dan
produksi, aspek pemasaran, aspek
jaminan, aspek sosial ekonomi,

AMDAL serta mitigasi resiko.

Berdasarkan penelitian terkait, peneliti berusaha membuat sebuah penelitian

tentang ljarah Muntahiyah Bittamlik dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan

wawancara mendalam. Dan pengolahan data dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif

dengan pendekatan Fatwa DSN, PSAK 107, PAPSI 2013. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu membahas tentang penerapan ljarah Muntahiyah Bittamlik

pada masing-masing objek amatannya dan pada beberapa penelitian terkait dilakukan

pengolahan dengan metode yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terkait

adalah beda pada objek amatan. Penelitian ini memiliki pembaharuan dibandingkan

dengan penelitian terkait dengan menggunakan 3 pendekatan yang dianggap paling

banyak masalah tidak diterapkannya pada objek penelitian terdahulu.
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2.2  Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian IMBT atau ljarah Muntahiya Bittamlik menurut beberapa

referensi:

1. Pengertian Akad Pembiayaan IMBT berdasarkan ketentuan Bank Indonesia
Berdasarkan lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 5/26/BPS/2003 tanggal 27
Oktober 2003 tentang pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia halaman 111,
yang dimaksud dengan ljarah Muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa
suatu barang antara lessor/muajjir (pemberi sewa) dengan lessee/musta ’jir (penyewa)
yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa.

2. Berdasarkan buku kodifikasi produk perbankan syariah, lampiran SEBI
N0.10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk bank syariah dan unit usaha
syariah jo PBI N0.10/17/P1/2008 tanggal 25 September 208, yang dimaksud dengan
ljarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek
sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas ojek sewa yang disewakannya
dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

3. Pengertian Akad Pembiayaan IMBT berdasarkan PSAK No0.107 (Akuntansi ljarah)
Dalam ketentuan butir 6 PSAK 107, tentang akuntansi ljarah ditegaskan bahwa
perpindahan kepemilikan suatu aset yang diljarahkan dari pemilik kepada penyewa
dalam ljarah Muntahiya Bittamlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas
objek ljarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ljarah telah diserahkan

kepada penyewa dengan membuat akad terpisah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:
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1. IMBT adalah perjanian sewa menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan
nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank
untuk mengalinkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa
sewa.

2. Bank syariah wajib melaksanakan pembiayaan berdasarkan akad IMBT sesuai prinsip
syariah dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

3. Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad IMBT tidak dimungkinkan barang
yang dibiayai dibalik nama atas nama nasabah sejak awal sebelum masa sewa
berakhir.

4. Risiko yang dihadapi bank syariah apabila pelaksanaan pembiayaan dengan akad
IMBT bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah adalah pematalan akad

pembiayaan IMBT tersebut demi hukum.

Dari uraian mengenai IMBT tersebut diatas, permasalahan yuridis yang dapat
timbul adalah mengenai status kepemilikan atas aset yang disewakan. Apabila status aset
yang disewakan adalah milik bank, maka bank terlebih dahulu membeli aset tersebut dari
pihak lain. dalam hal ini permasalahan yang timbul adalah masalah balik nama aset

termasuk masalah perpajakanya, seperti: BPHTB, dan Pajak Kendaraan.

2.2.2 Landasan Hukum ljarah Muntahiya Bittamlik
Menurut (Anshori, 2009) Landasan hukum tentang perjanjian sewa-menyewa

dapat dijumpai di dalam Al-quran, Hadist, [jma’, serta ketentuan hukum positif.
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1. Landasan Syariah
Adapun yang di maksud dalam landasan syariah adalah landasan berdasarkan
ketentuan Al-quran dan hadist. Dalam Al-quran, dasar Hukum perjanjian sewa-

menyewa dapat Kita jumpai dalam Surat Al-Bagarah ayat 233:
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“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurutmu yang patut.
Bertagwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa
yvang kamu perbuat”

Dalam surah tersebut memperbolehkan adanya ljarah atau akad sewa dengan
bahasan meminta seorang wanita untuk meyusui anaknya yang kemudian dengan
mendapatkan manfaat darinya tersebut sehingga anaknya dapat asupan asi dan di
anjurkannya seorang ayah untuk memberi upah atau kompensasi yang sepatutnya untuk
wanita yang menyusui tersebut sebagai upahnya. Jadi, dalam Al-Qur’an juga

membolehkannya bermuamalah dalam bentuk ljarah atau sewa menyewa untuk

16
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memenuhi kebutuhan umat manusia dalam keadaan tidak mampu atau kesulitan.Jadi
kandungan ayatnya adalah, Allah menjelaskan tentang masalah menyusukan anak. Cara

bermuamalah yang baik antara suami dan istri. Dalam ayat ini Allah menyebut hukum-

hukum kerelaan 2\ .= dalam penyusuan anak dan cara-cara pergaulan yang baik

{242l fantara pasangan suami istri dan tugas mendidik anak dengan musyawarah dan

saling merelakan antara bapak dan ibunya. Dan juga menjelaskan bahwasanya seorang
ayah wajib memberikan upah susuan kepada perempuan yang menyusuinya sampai
dengan usia anak dua tahun. Ini dibebankan karena sang ayah berkewajiban memberikan

nafkah kepada anak dan istrinya.(Suwiknyo, 2010) Tafsir Al-Hikam,

Sedangkan landasan hadits dapat dilihat pada sebuah hadist yang diriwayatkan
oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW

mengemukakan:

f
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“Berbekamlah kamu kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu”

juga dapat kita jumpai dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa’l dari

Abi Waqqash r.a, berkata:

17
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“Dahulu kami menyewa tanah dengsn jalan membayar dari tanaman yang tumbuh.
Lalu Rasululloh melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar
membayarnya dengan uang emas atau K.

Ijma’

Mengenai ljarah ini sudah mendapatkan ijmak ulama berupa kebolehan seorang
muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ljarah atau perjanjian sewa-
menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah. Adapun hasil ijma yang

membolehkan adanya ljarah adalah sebagai berikut :

IR P S TN AN B R WA

“"Bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. “

3.

Landasan Hukum Positif
Landasan produk ljarah dalam Hukum Positif dapat kita jumpai dalam UU No. 10

Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

a. Undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan:
1. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dikembalikan disertai imbalan

(prinsip ljarah) (Pasal 1,12)

18
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2. Prinsip syariah dalam pembiayaan barang modal dapat dilakukan dengan
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari Bank oleh
Nasabah (pasal 1,13)

3. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia N0.32/34/KEP/DIR 12 Maret 1998
tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah : Bank wajib menerapkan
prinsip syariah dalam menyalurk  dana antara lain melalui transaksi jual beli
berdasarkan prinsip ljarah (pasal 28)

b. Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI1/2008
Dalam pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah
sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa
pembiayaan dengan mempergunakan akad Mudharabah, Musyarakah,

Murabahah, Salam, Istishna’, ljarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh.

2.2.3 Rukun Dan Syarat

Dalam memenuhi akad ljarah perlu diperhatikan agar akad ljarah menjadi sah,

apabila salah satu dari syarat dan rukun ini tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah

yaitu:

1. Rukun ljarah
Adapun rukun ljarah yaitu
a. Mustajir | Penyewa
b. Mu’ajjir | Pemilik barang
C. Ma’jur | Barang atau objek sewaan

d. Ujrah/ Harga sewa atau manfaat sewa

19
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e. ljab Qabul
2. Syarat ljarah
Adapun syarat ljarah yaitu
a. Pihak yang terlibat harus saling ridha
b. Ma jur (barang / objek sewa) ada manfaatnya:
Adapun manfaat yang di syaratkan¢ * * 1 :
1. manfaat tersebut dibenarkan agama / halal
2. Manfaat tersebut dapat diilai dan diukur / diperhitungkan
3. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa.
4. Ma jur wajib dibeli Musta jir
2.2.4 Skema ljarah Muntahiya Bittamlik
Berikut ini merupakan skema pembiayaan akad ljarah Muntahiya Bittamlik
4. Perpindahan Hak
Milik
A 4 A 4
Musta jir < > Mu’ajir

2. Pembayaran

Ujrah *

3. Pengalihan Hak
Guna Usaha

20
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Gambar 2.1
Skema Transaksi ljarah Muntahiya Bittamlik

(Sumber: Zulkifli, 2007)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan alur pembiayaan IMBT vyaitu dimulai
dariawal transaksi akad ljarah, akad ljarah ini wajib dilakukan meskipun nantinya akan
mengalihkan aset menjadi milik sendiri (...._ . ,, saat awal akad terdapat rukun dan syarat
yang tidak boleh ditinggalkan, kemudian setelah jatuh tempo pembayaran ujrah sesuai
dengan kesepakatan bersama yang saling ridha antara kedua belah pihak,setelah itu
tansaksi ke tiga yaitu mengalihkan hak guna usaha pegalihan hak guna usaha ini hanya
sebagai penikmat barang dan sewa tapi belm memiiki hak penuh untuk barang tersebut
sehingga terapat biaya yang diakui oleh musta ’jir dan mu’ajir yang diakui saat tertentu,
kemudian transaksi yang terakhir yaitu transaksi perpindahan hak milik, perpindahan hak
milik ini terdapat beberapa pilihan berupa hibah dan penjualan yang nantinya akan

menjadi akad IMBT.

2.2.5 Perbedaan ljarah dan Leasing
Penulis berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 30 mencoba membandingkan ljarah

dan Leasing melalui Tabel 2.2 dibawah ini:

21

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



22

Tabel 2.2
Perbedaan ljarah dan Leasing
No Keterangan ljarah Leasing
1. Obyek Manfaat barang dan jasa Manfaat barang
) Metode Tergantung/  tidak  tergantung | Tidak tergantung pada kondisi
' pembayaran kondisi barang/jasa yang disewa barang yang disewa

Perpindahan

1. ljarah tidak ada

perpindahan kepemilikan

1. Sewa guna operasi
(operating lease) tidak
ada perpindahan
kepemilikan

2. Sewa guna dengan opsi

8. N 2. IMBT janji untuk ' i
kepemilikan ) _ ) (financial lease)
menjual/menghibahkan di . ]
memiliki  opsi  untuk
awal akad. _ _
membeli atau tidak
membeli diakhir masa
sewa
1. Hibah 1. Adanya penjualan aset
2. Penjualan sebelum masa yang disewakan pada
Metode . )
) akad berakhir akhir masa sewa
4. perpindahan ) )
. 3. Penjualan setelah masa 2. Penjualan sebelum
kepemilikan ) ]
akad berakhir masa akhir sewa
4. Penjualan secara bertahap
1. Lease purchase, tidak
diperbolehkan karena 1. Lease purchase
. Jenis  Leasing akadnya gharar, yakni diperbolehkan

lainnya

antara sewa dan beli
2. Sale and lease back

diperbolehkan

2. Sale and lease back

diperbolehkan

(Sumber: Peraturan Standar Akuntansi Keuangan)

2.2.6
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Fatwa DSN-MUI
Peraturan mengenai akad ljarah Muntahiyah Bittamlik sama dengan Fatwa No.
9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad ljarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

27/DSN-MUI/111/2002 28 Maret 2002 yaitu:

Dalam hal ini semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ljarah (Fatwa DSN No.

09/DSN-MUI/1V/2000) yaitu:

Ketentuan umum

1.  Sighat ljarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari edua belah pihak yang
berakad (berkontrak), baik ecara verbal atau dalam bentuk lain.

2.  Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/
pengguna jasa.

3. Objek akad ljarah adalah:
a. Manfaat barang dan jasa.
b. Manfaat jasa dan upah

4.  Perjanjian untuk melakukan akad al-ljarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus
disepakati ketika akad ljarah ditandatangani

5. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
Ketentuan obyek ljarah

1.  Objek ljarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.

2.  Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang aau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
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Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS
sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli
dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ljarah.

Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang
sama dengan obyek kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan
dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan ljarah

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Menanggung biaya pemeliharaan barang.

Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan
barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

. Menanggung biaya pemeliharaan barang yag sifatnya ringan (tidak materiil).



2.2.7
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Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang
dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Ketentuan tentang al-ljarah al-Muntahiya bi al-Tamlik

Pihak melakukan al-ljarah al-Muntahiya bi al-Tamlik harus melaksanakan akad
ljarah telebih dahulu. Akad pemindahan kepemilkan, baik dengan jual beli atau

peberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ljarah selesai.

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ljarah adalah wa’d (

AsJl), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan,

maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa
ljarah selesai.

Ketentuan lain-lain

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari‘ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Standar Akuntansi

Standar akuntansi untuk akad ljarah dan IMBT yang berlaku di Indonesia adalah

PSAK No. 107 tentang Akuntansi ljarah, PSAK No. 107 menggantikan standar yang

digunakan sebelumnya, yaitu PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Adapun pengakuan dan pengukuran akuntansi menurut PSAK 107 tentang akuntansi

ljarah berada pada tabel 2.3 dibawah ini:



Pengakuan dan Pengukuran

Tabel 2.3
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Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Menurut PSAK 107 tentang Akuntansi

ljarah

No

Aspek

Pemilik (Mu’jir)

Penyewa (Musta’jir)

1.

Biaya

perolehan

Obyek ljarah diakui pada saat obyek
ljarah  diperoleh  sebesar Dbiaya

perolehan

2.

Penyusutan dan

Amortisasi

Obyek ljarah  disusutkan  atau
diamortisasi, jika berupa aset yang
dapat disusutkan atau diamortisasi,
sesuai dengan kebijakan penyusutan
atau amortisasi untuk aset sejenis
selama umur manfaatnya (umur

ekonomis)

Kebijakan penyusutan atau amortisasi
yang dipilih harus mencerminkan pola
konsumsi  yang diharapkan dari
manfaat ekonomi di masa depan dari
objek ljarah. Umur ekonomis dapat

berbeda dengan umur teknis.

Penyusutan objek ljarah yang berupa
aset tetap sesuai dengan PSAK 16
“aset tetap” dan amortisasi aset tidak
berwujud sesuai dengan PSAK 19:

“aset berwujud”.

3.

Pendapatan

Pendapatan sewa selama masa akad
diakui pada saat manfaat atas aset
telah diserahkan kepada penyewa.

Piutang  pendapatan sewa diukur
sebesar nilai yang dapat direalisasikan

pada akhir periode pelaporan.




Lanjutan Tabel 2.3 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Menurut PSAK 107 tentang

Akuntansi ljarah
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No Aspek

Pemilik (Mu’jir)

Penyewa (Musta’jir)

4, Beban

Pengakuan biaya perbaikan obyek

ljarah adalah sebagai berikut:
a. biaya perbaikan tidak rutin
obyek ljarah diakui pada saat
terjadinya.

b. jika
perbaikan rutin obyek ljarah

penyewa  melakukan

dengan persetujuan pemilik,

maka biaya tersebut
dibebankan kepada pemilik

dan diakui beban pda saat

Beban sewa diakui selama
akad

manfaat atas aset telah

masa pada saat

diterima.

terjadinya.
Dalam IMBT melalui penjualan secara
bertahap, biaya perbaikan obyek

ljarah ditanggung pemilik maupun
penyewa sebanding dengan bagian
kepemilikan masing-masing atas

obyek ljarah

Biaya pemeliharaan obyek

ljarah yang disepakati
dalam  akad = menjadi
tanggungan penyewa

diakui sebagai beban pada

saat terjadinya

(Sumber: Wiroso, 2010)

Pemilik (Mu ’jir) Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ljarah dari pemilik kepada

penyewa dalam IMBT dengan cara:

a. Hibah, maka jumlah tercatat objek ljarah diakui sebagai beban

b. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan

jumlah tercatat objek ljarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
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c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah
tercatat objek ljarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

d. Penjualan objek ljarah secara bertahap, maka:
(1). Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ljarah yang
telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
(if) Bagian objek ljarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak

lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Penyewa (Musta ’jir) Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ljarah dari pemilik

kepada penyewa dalam IMBT dengan cara:

a. hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek
ljarah yang diterima.

b. pembelian sebelum masa akad berkhir, maka penyewa mengakui aset sebesar
nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati

c. pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai
wajar atau pembayaran tunai yan disepakati. Pembelian secara bertahap, maka

penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar.

pembelian obyek ljarah secara bertahap
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Pencatatan
Tabel 2.4
Pencatatan Akuntansi Terkait Transaksi ljarah dan IMBT untuk Pemilik
(Mu’jir)
Aspek Pemilik (mu’jir)
Biaya perolehan Aset ljarah XXX
Kas/ utang XXX
Penyusutan Beban penyusutan XXX
Akumulasi penyusutan XXX
Pendapatan sewa Kas/piutang sewa XXX
Pendapatan sewa XXX
Biaya perbaikan
a. perbaikan rutin Beban perbaikan XXX
yang dilakukan Utang XXX
oleh penyewa
Beban perbaikan XXX
b. perbaikan tidak | Kas/utang/perlengkapan XXX
rutin yang
dilakukan oleh Beban perbaikan XXX
penyewa Kas/utang/perlengkapan XXX
c. dalam IMBT
melalui
penjualan secara
bertahap
Perpindahan
kepemilikan Beban ljarah XXX
a. hibah Akumulasi penyusutan XXX
Aset ljarah XXX
Kas/ piutang XXX
b. penjualan Akumulasi penyusutan XXX
sebelum Kerugian* XXX
berakhirnya Keuntungan* XXX
masa akad, Aset ljarah XXX

sebesar sisa
cicilan sewa atau
jumlah yang
disepakati.
selisih antara
harga jual dan
jumlah tercatat
obyek ljarah
diakui sebagai

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

Kas/ piutang
Akumulasi penyusutan
Kerugian*

XXX
XXX
XXX
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Lanjutan Tabel 2.4 Pencatatan Akuntansi Terkait Transaksi ljarah dan IMBT untuk
Pemilik (Mu ’jir)

C.

penjualan
setelah selesai
masa akad, maka
selisih antara
harga jual dan
jumlah tercatat
obyek ljarah
diakui sebagai
keuntungan atau
kerugian

penjualan obyek
ljarah secara
bertahap.

selisih antara
harga jual dan
jumlah sebagian
obyek ljarah
yang telah
terjual diakui
sebagai
keuntungan atau
kerugian

bagian obyek
ljarah yang
tidak dibeli
penyewa diakui
sebagai aset
tidak lancar
sesuai dengan
tujuan
penggunaan aset
tersebut.

Keuntungan*

Aset ljarah
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

Kas/ piutang XXX
Akumulasi penyusutan XXX
Kerugian* XXX
Keuntungan®
Aset ljarah

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

Aset lancar/ tidak lancar XXX
Akumulasi penyusutan XXX
Aset ljarah

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

(Sumber: Wiroso, 2010)
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Penyajian

PSAK 107 tentang Akuntansi ljarah juga mengatur tentang penyajian dan
pengungkapan terkait dengan transaksi ljarah dan IMBT. Penyajian pendapatan ljarah
disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan,
beban pemeliharaan dan perbaikan.
Pengungkapan

Pemilik (mu jir) mengungkapkan hal-hal dalam laporan keuangan terkait transaksi
ljarah dan IMBT yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencatatan Akuntansi Transaksi ljarah dan IMBT untuk (Musta’jir)

Aspek Penyewa (Musta’jir)
Pembayaran Sewa Beban sewa XXX
Kas/utang/perlengkapan XXX
Beban perbaikan obyek ljarah XXX
Kas/utang/perlengkapan XXX
Perpindahan
kepemilikan
a. Hibah Aset Non kas(eks ljarah) XXX
Keuntungan XXX
b. Pembelian Aset non kas (eks ljarah) XXX
sebelum Kas XXX
berakhirnya
masa akad
c. Pembelian Aset non kas (eks ljarah) XXX
setelah selesai | Kas XXX
berakhirnya
masa akad
d. Pembelian Aset non kas (eks ljarah) XXX
obyek ljarah Kas XXX
secara bertahap

ey |
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a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi

1. Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika

ada wa’d pengalihan kepemilikan)

2. Pembatasan-pembatasan, misalnya ljarah-lanjut

3. Agunan yang digunakan (jika ada)

b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset

ljarah.

c. Keberadaan transaksi jual dan ljarah (jika ada)

Selanjutnya penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi

Ijarah dan IMBT, tetapi tidak terbatas pada:

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1.

2.

3.

4.

Total pembayaran

Keberadaan wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
digunakan (jika ada wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan).
Pembatasan-pembatasan, misalnya ljarah lanjut

Agunan yang digunakan (jika ada)

b. Keberadaan transaksi jual dan ljarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika

ada transaksi jual dan ljarah)

2.2.8

PAPSI 2013

Dasar pengaturan PAPSI tentang ljarah adalah PSAK 107, dalam PAPSI tersebut

dijelaskan lebih dalam untuk memahami PSAK 107 yaitu mengenai:
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1. 1IJARAH ATAS JASA

A. Definisi

ljarah atas jasa adalah ljarah dimana obyek ljarah adalah manfaat yang bukan berasal
dari aset berwujud.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 107 tentang Akuntansi ljarah.

C. Penjelasan

01. Transaksi ljarah atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa.

02. Manfaat (jasa) yang bisa di-ljarah-kan, antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan,

dan jasa pariwisata rohani.

03. Dalam melakukan transaksi multijasa, Bank melakukan akad ljarah dengan pihak

pemasok dan kemudian melakukan akad ljarah lebih lanjut dengan nasabah.

04. Perolehan aset ljarah atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad ljarah

Bank dengan pemasok.

05. Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk ljarah dengan
skema sewa dan sewa-lanjut.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Perolehan aset ljarah atas jasa diakui sebagai aset ljarah pada saat perolehan hak atas

jasa sebesar biaya yang terjadi.

02. Pendapatan ljarah diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
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03. Amortisasi atas perolehan aset ljarah diakui sebagai beban ljarah.

04.Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang
pendapatan multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D.2 Penyajian

01. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ljarah dan disajikan terpisah dari

aset ljarah lain.

02. Amortisasi atas perolehan aset Ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ljarah.
03. Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai

piutang sewa.

04. Porsi ujrah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai
pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya
pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-
performing maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening

administratif.

05. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan

(contra account) piutang sewa.

06. Beban amortisasi aset ljarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ljarah pada
laporan laba rugi.
E. lHustrasi Jurnal

01. Pada saat perolehan jasa



Db. Aset ljarah
Kr. Kas/rekening
02. Pada saat pengakuan pendapatan ljarah pada tanggal laporan
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujrah)
Kr. Pendapatan ljarah
03. Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan
Db. Beban amortisasi
Kr. Akumulasi amortisasi
04. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
Dr. Kas/rekening
Kr. Piutang sewa (porsi pokok)
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujrah)
05. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
Dr. Kas/rekening
Kr. Piutang sewa (porsi pokok)
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujrah)

06. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa

a. nasabah masih tergolong performing
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujrah)

Kr. Pendapatan ljarah
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b. nasabah tergolong non-performing

. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa
Db. Pendapatan ljarah
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujrah)

Ii. pengakuan atas porsi pokok sewa
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Kr. Pendapatan ljarah

07. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan — piutang sewa
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan — piutang sewa

08. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan — piutang sewa
Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan — piutang sewa / Keuntungan
pemulihan nilai — piutang sewa

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ljarah.

02. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.

03. Jumlah piutang cicilan ljarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.

04. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.
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2. 1JARAH ATAS ASET BERWUJUD

A. Definisi

01. ljarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

aset itu sendiri.

02. ljarah muntahiyah bittamlik adalah ljarah dengan wa’ad perpindahan kepemilikan

obyek ljarah pada saat tertentu.

03. Obyek ljarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau aset tidak

berwujud.

04. Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau

jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.

05. Wa’ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu
transaksi.
B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 107 tentang Akuntansi ljarah.

02. PSAK 16 tentang Aset Tetap.

03. PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset.
C. Penjelasan
01. ljarah merupakan akad sewa-menyewa suatu aset ljarah tanpa adanya perpindahan

risiko dan manfaat yang signifikan terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa
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adanya opsi untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (Bank) kepada

penyewa/nasabah pada saat tertentu.

02. Pada umumnya transaksi ljarah muntahiyah bittamlik muncul karena adanya
kebutuhan untuk memiliki aset tertentu, dimana pemenuhan kebutuhan atas aset tersebut

dipenuhi melalui akad ljarah.

03. Bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk menyerahkan jaminan atas ljarah untuk

menghindari risiko kerugian.

04. Jumlah, ukuran, dan jenis aset ljarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

05. Biaya perbaikan aset ljarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat
dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan

pemilik.

06. Dalam transaksi ljarah muntahiyah bittamlik, perpindahan kepemilikan suatu aset
dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau
diakhiri dan aset ljarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah
secara:

a. hibah;

b. penjualan sebelum akad berakhir;

c. penjualan pada akhir masa ljarah;

d. Penjualan secara bertahap apabila objeknya bisa dipindahkan secara bertahap.
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07. Dalam transaksi jual dan ljarah-balik (sale and leaseback) harus merupakan transaksi
yang terpisah dan tidak saling bergantung (za 'allug) sehingga harga jual harus dilakukan

pada nilai wajar.

08. Dalam transaksi ljarah dan ljarah-lanjut (lease and sublease), pembayaran untuk

sewa di muka merupakan aset ljarah.

09. Biaya perolehan aset ljarah mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset tetap di

PSAK 16 tentang Aset Tetap.

10. Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari aset ljarah mengacu pada
penyusutan aset tetap yang serupa sebagaimana diatur di PSAK 16 tentang Aset tetap.
Umur manfaat aset ljarah pada ljarah muntahiyah bittamlik sesuai dengan masa akad

ljarah.

11. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola
konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek ljarah. Umur
ekomonis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama
10 tahun diljarahkan dengan akad ljarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan

demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

12. Bank harus melakukan uji penurunan niiai atas aset ijarah yang dimiiiki secara
periodik berdasarkan nilai wajar. Dalam hal terjadi penurunan nilai, maka Bank wajib

membentuk cadangan kerugian nilai atas aset ljarah.
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13. Apabila terdapat pemulihan nilai atas aset ljarah yang telah mengalami penurunan
nilai, maka Bank dapat memulihkan aset ljarah pada nilai bukunya atau nilai yang dapat
diperoleh kembali (recoverable amount), yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan aset dalam transaksi antarpihak yang bebas (arm’s length transaction), setelah
dikurangi biaya yang terkait (net selling price).

14. Piutang pendapatan sewa atas porsi pokok dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan

Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

15. Dalam bagian ini hanya mencakup Bank sebagai pemilik obyek sewa (lessor) dalam
transaksi beli dan ljarah, beli dan ljarah-balik, dan ljarah dan ljarah-lanjut.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Aset ljarah diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.

02. Pendapatan sewa diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.

03. Aset ljarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis sedangkan aset

ljarah dalam ljarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.

04. Biaya perbaikan aset ljarah, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang
dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan

kepada pemilik, diakui sebagai beban ljarah.

05. Biaya perbaikan aset ljarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap

sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
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06. Pada saat terjadi penurunan nilai aset ljarah, Bank mengakui sebagai kerugian

penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset ljarah.

07. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai
berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui,

paling tinggi sebesar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk.

08. Perpindahan kepemilikan aset ljarah dari Bank kepada nasabah, dalam ljarah
muntahiyah bittamlik dengan cara:

a. hibah, maka jumlah tercatat aset ljarah yang dihibahkan diakui sebagai beban.

b. penjualan sebelum berakhirnya masa ljarah, maka selisih antara harga jual dan jumlah

tercatat aset ljarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

c. penjualan setelah selesainya masa ljarah, maka selisih antara harga jual dan jumlah

tercatat ljarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

d. penjualan secara bertahap, maka:
i. selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ljarah yang telah dijual

diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan

ii. bagian objek ljarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau
aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
09. Dalam hal Bank melakukan transaksi ljarah-lanjut, maka aset ljarah diamortisasi

selama masa ljarah antara Bank dengan pemilik aset.
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10. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang
pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam PSAK yang terkait.

D.2 Penyajian

01. Objek sewa yang diperoleh Bank disajikan sebagai aset ljarah.

02. Akumulasi penyusutan/amortisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari aset

ljarah disajikan sebagai pos lawan aset ljarah.

03. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang

Sewa.

04. Porsi ujrah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan
sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah
tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka

pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.

05. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan

(contra account) piutang ljarah.

06. Beban penyusutan/amortisasi aset ljarah disajikan sebagai pengurang pendapatan
ijarah pada laporan laba rugi.
E. lustrasi Jurnal
01. Pada saat perolehan aset ljarah
Db. Aset ljarah

Kr. Kas/rekening



02. Pada saat pengakuan pendapatan ljarah pada tanggal laporan
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah)
Kr. Pendapatan ljarah
03. Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan
Db. Beban penyusutan
Kr. Akumulasi penyusutan
04. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
Dr. Kas/rekening
Kr. Piutang sewa (porsi pokok)
Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah)
05. Pada saat terjadi biaya perbaikan
Db. Beban perbaikan
Kr. Kas/rekening
06. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
a. nasabah masih tergolong performing
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Db. Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah)
Kr. Pendapatan ljarah
b. nasabah tergolong non-performing
i. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa

Db. Pendapatan ljarah
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Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah)
ii. pengakuan atas porsi pokok sewa
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Kr. Pendapatan ljarah
07. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan — piutang sewa
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan — piutang sewa
08. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan — piutang sewa
Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan — piutang sewa / Keuntungan
pemulihan nilai — piutang sewa
09. Pada saat terjadi penurunan nilai aset ljarah
Db. Beban kerugian penurunan nilai aset ljarah
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset ljarah
10. Pada saat terjadi pemulihan nilai aset ljarah
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset ljarah
Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset ljarah/ Keuntungan pemulihan nilai aset
ljarah
11. Pada saat pengalihan aset Ijarah
a. Melalui hibah
Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi

Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset ljarah
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Db. Beban kerugian
Kr. Aset ljarah
b. Melalui penjualan
Db. Kas/rekening
Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset ljarah
Db/Kr. Kerugian/keuntungan
Kr. Aset ljarah
F. Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ljarah.

02. Jumlah piutang cicilan ljarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.

03. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ljarah dan ljarah muntahiyah
bittamlik), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan
Nilai jika ada, apabila Bank sebagai pemilik obyek sewa.

04. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ljarah muntahiyah bittamlik yang

berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya.

05. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ljarah dan ljarah muntahiyyah

bittamlik.

06. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.
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2.3 Kerangka Berfikir Penelitian
Kerangka pikir penelitian adalah alur pemikiran yang akan dilakukan, gambaran
alur penelitian yang akan dilakukan, kerangka piker penelitian dapat disajikan pada

gambar berikut:

F Fatwa DSN,
Teori IMBT INETBIrBR S APS| 2013
{ Syariah Cabang |
"| PembantuTuren | dan PSAK 107

Deskriptif
Analisis

Hasil

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian

Dari kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan alur pemikiran peneliti untuk memecahkan
masalah yaitu dengan cara: Mengidentifikasi masalah, yang ingin diidentifikasi oleh
peneliti yaitu mengenai masalah antara peraturan dan fakta dilapangan sudah reliabel atau
masih belum reliabel. Mengumpulkan data, proses pengumpulan data ini dengan
menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan juga Library Research yang

dilandasi oleh penelitian terdahulu dan teori yang menunjang penelitian, data yang
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dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Mengolah data, yang dimaksud
mengolah data adalah data yang sudah diterima kemudian selanjutnya diolah oleh peneliti
sehingga dapat diambil data yang sesuai dan data yang tidak sesuai dapat dipisahkan.
Menganalisis dan menginterpretasikan data, data yang sudah diolah sehingga diberikan
keterangan yang benar dan lengkap untuk penyelesaian masalah yang telah dirumuskan.
Hasil wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara komparatif dengan
membandingkan kesesuaian prinsip syariah pelaksanaan IMBT dengan Fatwa DSN-MUI

serta membandingkan perlakukan akuntansi dengan PAPSI 2013 dan PSAK 107



BAB IlI

METODOLOGI PENELITIAN

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan untuk
mencermati informasi lisan maupun tertulis dengan detail, agar dapat ditemukan makna
yang tersirat dalam dokumen yang sesuai dengan fakta dilapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan objek atau subjek yang diteliti
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar terpenuhi fakta dan karakteristik objek
yang diteliti secara tepat. hal ini untuk mengetahui pengaplikasian,persepsi dan
pengakuan sesuai dengan Fatwa DSN dan PSAK 107.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Ratkyat Indonesia Syariah Cabang
Pembantu Turen. peneliti memilih PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pembantu
Turen sebagai tempat penelitian karena dalam produk pembiayaan Bank Rakyat
Indonesia Syariah terdapat akad ljarah Muntahiya Bittamlik yang sesuai dengan tema
yang akan diteliti oleh peneliti. Produk tersebut meliputi: KPR Faedah, Kepemilikan
Multi Faedah, KMF Purna, KMF Pra Purna. Bank Rakyat Indonesia Syariah juga
mempunyai data yang akurat, dan sistematis dengan baik, serta mempunyai keunggulan

informasi  dalam bentuk transaksi bisnis dibandingkan dengan yang lain.
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3.3  Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2007) Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik
merupakan sebuah benda, hal atau orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek
penelitian merupakan manusia yang berperan penting untuk menjawab pertanyaan
peneliti. Subjek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Account Officer Marketing (AOM)

Marketing dipilih menjadi informan dikarenakan mengetahui berkaitan dengan
semua transaksi pembiayaan ljarah Muntahiyah Bittamlik, dan berpengalaman dalam
menangani dan memasarkan produk kepada nasabah dan juga mempunyai pengetahuan

mengenai akad Ijarah Muntahiya Bittamlik.

2. Branch Operation Supervisor (BOS)

Manajer operasional dipilih menjadi informan dikarenakan mengetahui dan
berpengalaman berkaitan dengan semua data keuangan mengenai transaksi ljarah
Muntahiyah Bittamlik, dan juga yang mengatur semua transaksi operasional baik itu

berupa dokumen, surat perjanjian, dan bukti-bukti transaksi dengan nasabah.

Tabel 3.1
Informan Penelitian
No Nama Keterangan
1. Nasikh Mukarrom, SE Account Officer Marketing (AOM)
2. Nurina, SE Branch Operation Supervisor (BOS)

(Sumber: Data diolah 2018)
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3.4  Data dan Jenis Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer

Menurut Sugiyono (2013) data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh
peneliti langsung dari sumber pertama. kelebihan data ini memang benar-benar sesuai
dengan kebutuhan, namun cara mendapatkannya yang lebih lama dibandingkan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung dan melakukan

wawancara dengan orang yang memang berkepentingan didalamnya.

Data yang diperlukan oleh peneliti antara lain:
a. Produk ljarah Muntahiya Bittamlik di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Pembantu Turen.
b. Akad ljarah Muntahiya Bittamlik yang diterapkan di Bank Rakyat Syariah
Cabang Pembantu Turen.
c. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan ljarah Muntahiya Bittamlik meliputi:
Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan di Bank Rakyat
Indonesia Syariah Cabang Pembantu Turen.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung yang merupakan
data yang telah dicatat oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah, Data ini berupa bukti,

catatan, atau laporan historis yang disusun dalam arsip perusahaan.
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Instrument pengumpulan data merupakan alat bantu
yang dipilih dandigunakan oleh peneliti dalam kegiatannya agar menjadi sistematis dan
lebih mudah (Ridwan, 2004). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian
skripsi ini adalah :
1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang penelitian-
penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini,
menghubungkan penelitian tesis dengan dialog yang lebih luas dan
berkesinambungan tentang topik yang sama, dan memberi kerangka untuk melakukan
analisis terhadap topik penelitian. Studi kepustakaan dalam rangka penelitian skripsi
ini dilakukan dengan mempelajari sejumlah literature, jurnal, paper, naskah akademis
dan tesis yang dinilai mampu memberikan kerangka teori bagi penelitian ini. Peneliti
juga mempelajari berita-berita yang banyak terdapat di media massa, baik cetak
maupun online, mengenai dinamika fenomena sosial yang diteliti.

2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Indepth Interview merupakan wawancara mendalam yang dilakukan untuk
mengajukan pertanyaan kepada responden untuk lebih dapat memahami informasi
yang akan diteliti, wawancara ini secara langsung bertatap muka langsung dari

sumbernya dalam bentuk tanya jawab. Dalam wawancara ini peneliti akan mengambil
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infomasi tentang transaksi akad ljarah Muntahiya Bittamlik dengan kesesuaian Fatwa
DSN-MUI serta perlakuan akuntansi PSAK 107 di PT. Bank Syariah.
3. Dokumentasi
Dokumentasi salah satu cara yangdapat dilakukan peneliti kualitatif untuk
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan
dokumen ainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek bersangkutan.
(Herdiansyah, 2010). Jadi dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa
karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu
lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa ataupun film.
Dari uraian diatas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan
meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek
penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup Profil Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Fatwa DSN-MUI terkait IMBT, PSAK 107 terkait IMBT.
3.3.2 Analisis Data
Tujuan Analisis data dalam penelitian untuk menyempitkan dan membatasi
penelitian penemuan menjadi suatu data yang teratur dan tersusun (Marzuki,2002) ini
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, metode ini dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi masalah, yang ingin diidentifikasi oleh peneliti yaitu mengenai
masalah antara peraturan dan fakta dilapangan sudah reliabel atau masih belum
reliabel.

2. Mengumpulkan data, proses pengumpulan data ini dengan menggunakan wawancara

mendalam, dokumentasi, dan juga Library Research yang dilandasi oleh penelitian
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terdahulu dan teori yang menunjang penelitian, data yang dikumpulkan adalah data

primer yang berupa:

a. Produk ljarah Muntahiya Bittamlik di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Pembantu Turen.

b. Akad ljarah Muntahiya Bittamlik yang diterapkan di Bank Rakyat Syariah
Cabang Pembantu Turen.

c. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik meliputi:
Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan di Bank Rakyat Indonesia
Syariah Cabang Pembantu Turen.

. Mengumpulkan data sekunder yang berupa: bukti, catatan, atau laporan historis yang

disusun dalam arsip perusahaan.

Mengolah data, yang dimaksud mengolah data adalah data yang sudah diterima

kemudian selanjutnya diolah oleh peneliti sehingga dapat diambil data yang sesuai

dan data yang tidak sesuai dapat dipisahkan.

Menginterpretasikan data, data yang sudah diolah sehingga diberikan keterangan

yang benar dan lengkap untuk penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Hasil

wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara komparatif dengan
membandingkan kesesuaian syariah pelaksanaan IMBT dengan Fatwa DSN-MUI

serta membandingkan perlakukan akuntansi dengan PSAK 107.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Syari’ah

1. Sejarah BRI Syari’ah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap
Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank
Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008,
maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syari’ah secara resmi
beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syari’ah merubah kegiatan usaha yang
semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan
perbankan berdasarkan prinsip Syari’ah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syari’ah hadir mempersembahkan sebuah
bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah
dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah
dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk
yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip Syari’ah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syari’ah di tengah-tengah industri perbankan
nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.
Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah
bank modern sekelas PT. Bank BRI Syari’ah yang mampu melayani masyarakat
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dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan
turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syari’ah semakin kokoh setelah pada 19
Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syari’ah PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI
Syari’ah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.
Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku
Direktur Utama PT. Bank BRI Syari’ah.

Saat ini PT. Bank BRI Syari’ah menjadi bank Syari’ah ketiga terbesar
berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syari’ah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset,
jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada
segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syari’ah menargetkan menjadi bank
ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syari’ah merintis sinergi
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan
jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor
Layanan Syari’ah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan
penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip

Syari’ah.
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Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syari’ah membuka kantor
cabang pembantu di Turen di JI. Panglima Sudirman No. 124 A Turen, Malang,

salah satu kantor cabang dari PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Malang,

4.1.2. Visi dan Misi BRI Syari’ah

a. Visi BRI Syari’ah

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih

bermakna”

b. Misi BRI Syari’ah

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan
finansial nasabah.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan
prinsip-prinsip Syari’ah.

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana
pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan

menghadirkan ketenteraman pikiran.
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4.1.3 Struktur Organisasi Unit BRI Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Turen

Pimpinan Cabang

Pembantu
|
[ |
Branch _I Unit Mi
Operational S gt hlflrod
Supervisor Account Officer g, 20 Hed
(BOS) (AO) R
1
[ ]
cS Teller Account Officer
Marketing (AOM)
Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. BRI Syari’ah
Kantor Cabang Pembantu Turen

Deskripsi Tugas Struktur Organisasi BRI Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Turen

Deskripsi tugas guna untuk mempermudah kinerja atau tanggung jawab tugas
perusahaan untuk tercapainya sasaran perusahaan (Corporate Target) yang telah
diterapkan oleh manajemen diperlukan perangkat organisasi yang memadai. adanya
struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggug jawab dari masing-masing
karyawan serta dengan dukungan perlengkapan kantor yang dikelola dengan baik akan
menghasilkan produktivitas usaha yang semain meningkat yang pada gilirannya akan

meningkatkan kinerja sera motivasi dari karyawan bank.
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Adapun perincian struktur BRI Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Turen terdapat sebagai

berikut:

a. Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syari’ah Turen
Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, megembangkan
kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi Cabang untuk mencapai tingkat
serta volume aktivitas pemasaran dan operasional Cabang yang efektif dan efisien
sesuai dengan target yag telah ditetapkan Kantor Pusat, juga mewakili Direksi ke
luar dan ke dalam organisasi yang berhubungan langsung dengan Cabangnya.
b.  Unit Micro Syari’ah Head (UH),

Berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyedia kegiatan
unit mikro Syari’ah untuk menjamin terjaminnya target anggaran yang ditetapkan
secara efektif dan efisien.

c. Account Officer Marketing (AOM)

1. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account pembiayaan untuk
mencapai portfolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan
serta menjalankan displin proses sales.

2. Melaksanakan proses marketing untuk segmen komersial khusushya
pembiayaan Mikro.

3. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumer
dengan target yang telah ditetapkan.

4. Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisa

kualitatif.
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Menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta
mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan
keputusan.

Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi
tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai

dengan target yang ditetapkan

d. Account Officer (AO),

1.

Berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya
giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.

Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumer
dengan target yang telah ditetapkan.

Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisa
kualitatif.

Menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta
mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan
keputusan.

Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

Memperta